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BUPATI FATI

PERATURAFI BUPATI PATI

NOMOR ,5o nairu$.2006

TEft|TANg

BELATIIJA BUPATI DAH WAKIL BUPATI PATI

BUPATI PATI,

bahwa dalam rangka BenyelenEgaraan pemerinbhan, pembangunan
dan pelayf,nan nnasyarakat, Bupati dan Wakil Bupati bertanggung
jawab penuh terhadap Jalannya pemerintahan di Kabupaten Pati;

bahwa untuk melalcsanakan tugas elan fungsinya dalam rangka
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat terEebut
perlu diberlkan belanJa Bupati dan Wakll Bupatl;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Eelania tsupati dan lEakil Eupa$ Pati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1S0 tentang Pembentukan
Daerah-daerah KEhupaten DElErn Lingkungan Fropinsi Jawn Tengah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1S5S Nomor ?4, Eerita
Negara TanggalS Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20ffi tentang Keuangan Negara
{l-emb,aran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repuhtik lndEnesia Nsmor 4236);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2W4 tentang Pembentul€n
PEraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndoneEia Tahun 20S4 ltNEmor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4389i;

Undang-Undang Flomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinhhan
DaerEh (Lembaran Negera Republik lndonesia Tahun 2SO4 Nomor
125, Tambahan LEmbaran Ne$ara Republik lndonesia Nomsr 4434
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor I Tahun
30S5 tentang Penetapan Peraturan Pemerlntah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2m5 tenbng Ferubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintnh Saerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republilt lndonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tembahan Lembaran Negara Republik lndonssia Nornor
4546);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Periqtbangan
Keuangan antara Femerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara ReBublik lndsnesia Tahun 2W4 Nsmor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonssia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah i.lomor 109 Tahun 2ffi0 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republilt lndanesia Tahun 2005 Nomor 210, Tambahan
l-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah lt{smor 24 Tahun 2005 tenhng Shndar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik lndoneeia
Tahun ?005 Nornsr 4$,Tambahan Lembaran Negara Republilr
lndonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemeriiltah Nomor 55 Tahun 2005 tenhng Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor l37,Tambahan Lembaran Negara Republilr lndonesia Nsmor
4575);

PEraturan Pemerinkh Nomor 5E Tahun 2005 tenEng Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Nagara Republik lndonesia Tahun
20*5 Nomor 't4il,Tambahen Lembarfrn Negara Republik lndonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Salam f{egeri Nomor 13 Tahun 20ffi TenHng
Pedaman trengelolaan KeuangEn Daersh;

Peraturan Daerah Kabupaten Pati hlamor 7 Tahun 20fi'? tentang
Fokck-pokok Pengelalaan Keuangan Dnerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun ?S02 Nsmor 4t Seri Eh

MIIvIUTU$KAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BUPATI DAN WAKIL
SUPATI PATI.

Pasal 1

Supati dan Wakil Eupati diberikan gaii yang terdiri dari gaii pokok.
iunjangan jabahn, tunjangan keluarge, tunjangan beras dan
tuniangan khusus, sesuai dengan peraturan perunclangan yang
berlaku.

Passl ?

Untuk menunjang pelaksanaan 'tug*s Bupati dan Wakil Bupati
disediakan anggaran belanja untuk:
a. Bialra ruraah tangga Bupatidan WakilBupati :

h. Blaya pembellan lnyentarls rurnah .lahatan Fupa$ clan Walcll
Bupati :

c. Blaya pemeliharean rumah Jabaten Bupaff dafi LVak$l Supati ;
d. $iaya pemEliharaen kendaraan Bupa$ dan WakiiBupati :

€. Flaya pemellharaan lresehatan Bupafl clan Wakll Bupatl heserta
kEluarganya ;

f. Blaya perJalanan dlnas;
g, Biaya Bakaian dinas;

h. Blaya penunJang operaslonal.

Pasal 3

Belanja epera*ional sebagsimaRa climaksud dalam Fasal 2 huruf h
dipergunaken untuk kaardinaei dalam rangka psnanggulangan
kerawanan sCI$ial masyaraka,t, p€ngamanf,n dan kegiatan hhusus
saperti kenegaraan, promasi dan protokoler lainnya guna mendilkung
pelaksanaan tugas-tuga$ Supatl da* Wakil BuBatl.

o

10.

11.

MenetaBkan :



Pasal 4

(1) Besar*ya *iaya opera*ional untuk Eupati dan Wakil Bupati
dihitung berdesarkan klaEifikaei Pendapatan Apli Daerah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

€) Blaya cperasional Bupati dan Walril BupaU sebesar 55 96 untulr
BuBatidan 45 % untukWakilBupati.

Pasal 5

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai 1 Januari 2ffi7.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan
FeraturEn Bupati ini dengen Fenempatannya dalam Berita Daerah
*t*b*paten Pati.

Ditekpkan di Pati

Pada tanggal .lo Desember .2005

BUPATI P.&TI,

TAStltnAht

Diudangkan di Fati

padatanggal io nesembcr 2oo6
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